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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan audit kepatuhan pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya serta menilai 

kontribusinya terhadap peningkatan kinerja koperasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali praktik operasional dan mekanisme pengawasan yang 

diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan beberapa prinsip dasar kepatuhan syariah, 

antara lain pencatatan transaksi setelah akad sah, pemisahan dana anggota dan dana operasional, serta penetapan margin 

melalui musyawarah antara pihak koperasi dan anggota. Penerapan prinsip tersebut memberikan dasar tata kelola yang 

lebih akuntabel dan sesuai dengan konsep keuangan syariah. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa koperasi 

belum memiliki sistem audit kepatuhan formal yang terstruktur dan masih menggunakan PSAK ETAP sebagai acuan 

pelaporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan implementasi PSAK Syariah belum berjalan optimal, terutama dalam hal 

pengungkapan transaksi syariah secara komprehensif. Pengawasan internal yang dilakukan pengelola koperasi dinilai 

mampu meningkatkan ketelitian dalam pencatatan, memperbaiki dokumentasi, serta mendorong transparansi proses 

keuangan. Meskipun demikian, pengawasan internal belum mampu menggantikan fungsi audit kepatuhan yang seharusnya 

dilakukan secara independen, sistematis, dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan terhadap audit 

kepatuhan formal sangat penting untuk memperkuat tata kelola koperasi, memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip 

syariah, serta meningkatkan kinerja koperasi secara berkelanjutan. Audit kepatuhan diharapkan menjadi instrumen yang 

mendorong profesionalisme pengelolaan, memperkuat kepercayaan anggota, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan 

koperasi berjalan sesuai regulasi syariah dan standar akuntansi yang berlaku. 

Kata Kunci : Audit, Audit Kepatuhan, Internal Audit 

1. Latar Belakang 

Koperasi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat di Indonesia. 

Dalam struktur ekonomi nasional, koperasi menempati kedudukan strategis sebagai lembaga yang menjalankan 

prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan anggota. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan (‘adl), 

transparansi (shiddiq), dan tolong-menolong (ta’awun). Kehadiran koperasi syariah menjadi alternatif lembaga 

keuangan mikro yang tidak hanya menawarkan akses pembiayaan, tetapi juga menjamin kesesuaian praktiknya 

dengan ajaran Islam. 

Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan beberapa tahun terakhir. Hal 

ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang beroperasi tanpa riba dan 

memiliki prinsip pengelolaan yang lebih etis. Meskipun demikian, perkembangan tersebut tidak terlepas dari 

berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tata kelola organisasi. Salah satu 

aspek penting dalam menjaga kualitas operasional koperasi adalah pelaksanaan audit kepatuhan (compliance 

audit), yaitu proses evaluasi yang bertujuan menilai sejauh mana kegiatan usaha koperasi telah mematuhi 

peraturan, SOP, standar akuntansi, serta ketentuan syariah yang berlaku. 

Audit kepatuhan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan koperasi syariah. Penerapan audit tidak 

hanya memastikan ketaatan pada standar operasional, tetapi juga membantu koperasi mendeteksi risiko 

ketidakpatuhan secara dini, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi. Hal ini menjadi 

sangat penting mengingat banyak koperasi syariah yang masih beroperasi dengan keterbatasan sumber daya 

manusia, kelemahan dalam administrasi pembiayaan, serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi 

syariah seperti PSAK 402 (Murabahah), PSAK 405 (Mudharabah), dan PSAK 407 (Ijarah). 
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Lebih jauh, audit kepatuhan merupakan instrumen yang berfungsi menjaga integritas akad dan kesesuaian 

transaksi dengan fatwa DSN–MUI. Fatwa-fatwa tersebut menjadi landasan hukum setiap produk keuangan 

syariah, sehingga koperasi wajib memastikan seluruh pembiayaannya dilakukan sesuai ketentuan syariah. 

Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad, ketidaktertiban administrasi, ataupun ketidaktepatan pencatatan 

keuangan dapat merusak kepercayaan anggota dan menimbulkan risiko reputasi. Oleh karena itu, audit 

kepatuhan memiliki posisi strategis dalam mendukung tata kelola syariah (sharia governance) sebagai bagian 

dari Good Cooperative Governance (GCG). 

Di sisi lain, kinerja koperasi syariah tidak hanya dinilai dari aspek keuangan seperti pertumbuhan aset atau 

sisa hasil usaha, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, kepatuhan syariah, tingkat risiko, serta persepsi 

anggota. Peningkatan kinerja koperasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan tingkat kepatuhan 

terhadap ketentuan syariah. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit kepatuhan mampu 

meningkatkan akuntabilitas, efektivitas operasional, dan kepercayaan anggota. Namun, pada kenyataannya, 

masih banyak koperasi yang belum menerapkan audit kepatuhan secara formal, termasuk Koperasi Syariah 

Harapan Surabaya. 

Koperasi Syariah Harapan Surabaya merupakan salah satu koperasi yang aktif memberikan layanan 

pembiayaan dan simpanan berbasis syariah kepada masyarakat. Meskipun operasional koperasi telah 

mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti penetapan margin berbasis kesepakatan dan pencatatan transaksi 

setelah akad sah, koperasi ini belum pernah melaksanakan audit kepatuhan secara formal. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan internal mampu menjaga kepatuhan syariah serta 

dampaknya terhadap kinerja koperasi secara keseluruhan. 

Ketiadaan audit kepatuhan formal juga berdampak pada penerapan akuntansi syariah. Koperasi masih 

menggunakan PSAK ETAP, sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik 

transaksi syariah. Akibatnya, terdapat potensi kelemahan dalam penyajian laporan, pengakuan pendapatan, serta 

pengungkapan akad syariah secara akuntabel. Selain itu, potensi moral hazard dari anggota, seperti pembiayaan 

macet, juga menjadi tantangan serius yang dapat diperkuat penyelesaiannya apabila audit kepatuhan diterapkan 

secara konsisten. 

Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan audit kepatuhan di koperasi ini, serta 

bagaimana audit tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini tidak hanya 

memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan yang telah dicapai, tetapi juga menyoroti peluang perbaikan 

tata kelola koperasi melalui audit kepatuhan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi koperasi syariah 

lainnya dalam mengembangkan sistem pengawasan yang lebih profesional dan sesuai standar syariah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pelaksanaan Audit Kepatuhan dalam 

Meningkatkan Kinerja pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya.” Penelitian ini bertujuan memberikan 

pemahaman mendalam mengenai kesiapan dan implementasi audit kepatuhan serta kontribusinya dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi syariah di era modern. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan audit 

kepatuhan dan pengaruhnya terhadap kinerja Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam dengan pengawas, manajer, dan pengurus koperasi, observasi langsung terhadap proses 

operasional, serta analisis dokumen seperti SOP, laporan keuangan, notulen rapat, dan berkas pembiayaan. 

Seluruh data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan, sehingga temuan dapat diinterpretasikan secara sistematis. Keabsahan data diperkuat 

melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan audit kepatuhan serta 

kontribusinya terhadap peningkatan kinerja koperasi. 

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan ruang untuk memahami proses audit 

kepatuhan secara lebih utuh, terutama karena mekanisme audit di Koperasi Syariah Harapan Surabaya tidak 

dilaksanakan secara formal. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali bagaimana pengawas dan 

pengurus koperasi menjalankan fungsi pengendalian internal, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam 

memastikan setiap prosedur operasional berjalan sesuai ketentuan syariah dan standar administrasi. Observasi 

lapangan juga memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana proses akad, pencairan pembiayaan, 
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pencatatan transaksi, serta penyimpanan dokumen dilakukan dalam praktik sehari-hari. Penggabungan 

wawancara, observasi, dan dokumen ini memberikan gambaran yang lebih realistis dan mendalam tentang 

kondisi operasional koperasi, terutama terkait kepatuhan syariah dan akuntansi. 

Analisis dokumen koperasi, seperti SOP pembiayaan, laporan keuangan, dan arsip administrasi, menunjukkan 

bahwa struktur dasar pengelolaan telah tersedia, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem audit kepatuhan 

yang terstandar. Beberapa SOP belum diterapkan secara konsisten, terutama terkait dokumentasi pembiayaan 

dan pemisahan berkas berdasarkan jenis akad. Ketidakteraturan penyimpanan arsip memperlihatkan bahwa 

pengawasan yang dilakukan selama ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek evaluatif yang 

lebih mendalam. Hal ini semakin terlihat dari penggunaan standar akuntansi PSAK ETAP yang belum mampu 

mencerminkan kebutuhan pelaporan keuangan koperasi syariah secara komprehensif. Dengan menggunakan 

analisis model Miles dan Huberman, temuan-temuan ini disusun secara sistematis sehingga pola dan hubungan 

antarfenomena dapat diidentifikasi dengan jelas. 

Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting yang berkaitan dengan implementasi audit 

kepatuhan, kendala yang muncul, dan pengaruhnya terhadap kinerja koperasi. Informasi yang relevan kemudian 

disajikan dalam bentuk narasi terstruktur, memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antara mekanisme 

pengawasan internal dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tahap penyajian data juga membantu 

menyoroti area yang membutuhkan perbaikan, seperti kompetensi SDM, kelemahan administrasi, serta belum 

adanya pedoman audit kepatuhan yang baku. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti dapat 

menginterpretasikan bahwa meskipun audit kepatuhan formal belum berjalan, kegiatan pengawasan internal 

tetap memberikan kontribusi terhadap perbaikan kinerja, meskipun dampaknya belum optimal. 

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara pengawas dengan temuan observasi dan data 

dokumen. Misalnya, pengawas menyatakan bahwa akad selalu dilakukan sebelum pencairan dana, dan hal 

tersebut terbukti melalui observasi langsung proses pembiayaan di kantor koperasi. Namun, beberapa hal yang 

dianggap telah berjalan baik oleh pengurus, seperti kerapian dokumen pembiayaan, ternyata tidak sepenuhnya 

sesuai dengan temuan lapangan. Perbedaan informasi ini justru menjadi kekuatan dalam penelitian, karena 

triangulasi mampu menunjukkan area operasional yang membutuhkan pembenahan. Dengan demikian, 

keandalan data semakin terjaga dan hasil penelitian menjadi lebih objektif. 

Pendekatan kualitatif juga membantu mengungkap faktor mendasar yang menyebabkan audit kepatuhan tidak 

berjalan secara formal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, baik dari 

jumlah maupun kompetensi, menjadi tantangan terbesar. Pengawas dan pengurus koperasi belum memiliki 

pemahaman mendalam terkait PSAK Syariah, sehingga pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana. 

Selain itu, belum adanya SOP audit kepatuhan menyebabkan pengawas menjalankan tugas berdasarkan 

pengalaman dan pemahaman pribadi, bukan berdasarkan standar pemeriksaan yang terstruktur. Ketiadaan 

pedoman ini berdampak pada ketidakteraturan evaluasi dan sulitnya menilai tingkat kepatuhan secara 

menyeluruh. 

Dari sudut pandang operasional, pendekatan kualitatif mengungkap bahwa praktik pengawasan internal telah 

memberikan dampak positif terhadap kinerja koperasi, terutama dalam memperkuat kepercayaan anggota. Proses 

akad yang dilakukan secara konsisten, transparansi dalam penetapan margin, serta pelaporan keuangan yang 

dibahas pada RAT menjadi faktor yang meningkatkan kredibilitas koperasi di mata anggota. Meski demikian, 

kendala seperti risiko pembiayaan macet dan ketidakteraturan administrasi menunjukkan bahwa peran audit 

kepatuhan masih sangat dibutuhkan sebagai mekanisme penjamin kualitas tata kelola. Hal ini terlihat dari 

kecenderungan koperasi yang hanya melakukan perbaikan ketika ditemukan masalah, bukan melalui evaluasi 

rutin yang bersifat preventif. 

Dengan demikian, narasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif tidak hanya berhasil 

memotret pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana adanya, tetapi juga mampu mengungkap faktor penyebab, 

kondisi aktual, dan dampak dari mekanisme pengawasan internal yang berjalan. Temuan-temuan tersebut 

menegaskan bahwa untuk mencapai tata kelola yang lebih kuat dan sesuai syariah, koperasi perlu membangun 

sistem audit kepatuhan yang terstruktur, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengadopsi PSAK Syariah secara 

penuh agar laporan keuangan lebih representatif dan kredibel. Pendekatan kualitatif memberikan dasar 

pemahaman yang kokoh untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang relevan bagi koperasi dalam upaya 

meningkatkan kepatuhan dan kinerja secara berkelanjutan. 
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3. Hasil dan Diskusi 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya belum 

dilakukan secara formal, namun pengawasan terhadap kepatuhan tetap berjalan melalui peran pengawas koperasi 

dan mekanisme administrasi internal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa proses 

pembiayaan telah mengikuti ketentuan dasar syariah seperti pelaksanaan akad sebelum pencairan dana, 

penyampaian margin secara terbuka kepada anggota, serta pemisahan dana titipan dan dana pembiayaan. 

Meskipun demikian, pencatatan keuangan koperasi masih menggunakan PSAK ETAP sehingga belum 

sepenuhnya mencerminkan standar akuntansi syariah seperti PSAK 102 tentang murabahah. Kondisi ini 

mengakibatkan laporan keuangan belum memisahkan seluruh komponen syariah secara komprehensif. 

Pengawas koperasi berperan memastikan adanya kelengkapan dokumen, ketertiban pencatatan, serta 

pengendalian operasional, meskipun sistem audit yang digunakan belum memiliki instrumen standar atau 

pedoman audit kepatuhan yang baku. Beberapa temuan menunjukkan adanya kelemahan, terutama dalam 

dokumentasi administrasi pembiayaan, konsistensi penerapan SOP, serta belum adanya audit syariah yang 

dievaluasi secara berkala. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya SOP audit 

kepatuhan, serta kurangnya kompetensi khusus di bidang akuntansi syariah. 

Dari sisi kinerja, koperasi dinilai memiliki peningkatan dalam kemampuan pelayanan kepada anggota dan 

pertumbuhan usaha. Pencatatan transaksi setelah akad, penerapan margin secara musyawarah, serta transparansi 

pada saat RAT berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan anggota. Namun, kinerja koperasi juga masih 

dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti risiko pembiayaan macet, keterlambatan administrasi, dan 

ketidakteraturan dalam penyimpanan arsip. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun audit formal 

belum dilakukan, pengawasan internal telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya ketelitian 

pencatatan dan perbaikan pengendalian internal, namun perbaikan yang lebih komprehensif membutuhkan 

adanya audit kepatuhan yang terstruktur dan berbasis standar. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di koperasi masih 

bersifat informal dan administratif, sehingga belum mampu memberikan evaluasi menyeluruh terhadap 

kesesuaian syariah maupun akuntansi. Meskipun demikian, praktik pengawasan internal memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kinerja koperasi. Temuan ini menegaskan perlunya audit kepatuhan yang lebih terencana, 

penerapan PSAK Syariah secara penuh, serta penguatan pengawasan untuk mendukung tata kelola koperasi yang 

lebih baik dan berkelanjutan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang 

menghambat pelaksanaan audit kepatuhan secara formal. Banyak pengurus maupun pengawas yang memahami 

prinsip dasar syariah, namun belum memiliki kompetensi teknis dalam akuntansi syariah atau pemeriksaan 

kepatuhan. Ketidaksiapan SDM dalam memahami PSAK Syariah menyebabkan pencatatan keuangan tidak dapat 

dilakukan dalam format yang sesuai karakteristik transaksi syariah. Akibatnya, beberapa komponen yang 

seharusnya disajikan secara terpisah seperti margin murabahah, dana titipan, cadangan risiko, serta piutang yang 

timbul dari akad belum terlihat secara jelas dalam laporan keuangan. Ketidakjelasan ini berpotensi menyulitkan 

koperasi dalam menilai kesehatan portofolio pembiayaannya maupun dalam memenuhi tuntutan transparansi 

yang diharapkan anggota. 

Selain itu, belum tersedianya SOP audit kepatuhan turut berkontribusi terhadap lemahnya mekanisme 

pengendalian internal. Tanpa pedoman yang jelas, pengawas hanya memeriksa dokumen-dokumen tertentu 

secara administratif tanpa adanya indikator evaluasi, parameter kepatuhan, atau langkah tindak lanjut. Misalnya, 

pengawas belum memiliki instrumen untuk menilai apakah proses verifikasi calon penerima pembiayaan telah 

dilakukan sesuai ketentuan, apakah dokumen telah lengkap sebelum akad diberikan, atau apakah pencatatan 

margin telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Tidak adanya sistem audit berbasis standar menyebabkan proses 

pemeriksaan lebih berfokus pada apakah dokumen tersedia, bukan pada apakah prosedur dilakukan secara benar, 

tepat waktu, dan sesuai ketentuan syariah maupun regulasi akuntansi. 

Temuan lain yang cukup signifikan adalah adanya sejumlah hambatan dalam aspek dokumentasi. Banyak berkas 

pembiayaan yang tidak terarsip secara rapi, beberapa dokumen pendukung tidak ditandatangani sesuai ketentuan, 

dan hasil verifikasi lapangan tidak selalu terdokumentasi secara lengkap. Situasi ini tidak hanya berdampak pada 
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akurasi pencatatan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menelusuri transaksi ketika 

diperlukan. Dalam beberapa kasus, ketidakteraturan arsip membuat proses pemeriksaan internal memakan waktu 

lebih lama dan rentan menimbulkan kekeliruan. Ketidakrapian dokumentasi menunjukkan bahwa meskipun 

prosedur syariah dijalankan secara substansi, bukti administratif yang diperlukan dalam audit tidak tersedia 

secara optimal. Hal ini menjadi indikator bahwa pengawasan internal sebaiknya diperkuat dengan sistem audit 

yang menuntut disiplin pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan data. 

Meski terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, peningkatan kinerja koperasi tidak dapat diabaikan. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa koperasi mengalami perkembangan dalam hal pelayanan anggota, pertumbuhan 

volume pembiayaan, serta meningkatnya tingkat kepercayaan anggota terhadap proses operasional. Keterbukaan 

margin pembiayaan, kejelasan struktur akad, serta transparansi dalam RAT menjadi pendorong utama 

meningkatnya partisipasi dan kepercayaan anggota. Kinerja operasional yang membaik mencerminkan bahwa 

pengurus dan pengawas memiliki komitmen dalam menjalankan prinsip syariah meskipun tanpa audit formal. 

Namun demikian, perkembangan ini masih bersifat parsial karena belum dilengkapi dengan sistem dokumentasi 

dan pelaporan yang memadai. 

Risiko pembiayaan macet menjadi salah satu tantangan utama yang memengaruhi kinerja koperasi. Penelitian 

menemukan bahwa meskipun proses pembiayaan mengikuti prinsip syariah, pemantauan pembayaran anggota 

belum dilakukan secara optimal. Keterbatasan SDM membuat pengawasan lapangan sulit dilakukan secara 

berkala sehingga risiko keterlambatan pembayaran meningkat. Dalam beberapa kasus, anggota yang mengalami 

kesulitan membayar tidak segera terdeteksi sehingga koperasi menghadapi potensi kerugian lebih besar. Audit 

kepatuhan yang terstruktur seharusnya mampu mengidentifikasi kelemahan ini sejak awal melalui evaluasi 

prosedur pemantauan, ketersediaan data angsuran, serta kedisiplinan pencatatan kolektibilitas pembiayaan. 

Keterlambatan administrasi juga berpengaruh terhadap efektivitas koperasi dalam memberikan pelayanan kepada 

anggota. Proses pencatatan yang masih manual dan tidak mengikuti format baku menyebabkan beberapa 

transaksi tidak langsung tercatat pada hari yang sama. Keterlambatan ini berpotensi menimbulkan perbedaan 

data antara catatan manual dan laporan bulanan, sehingga menyulitkan pengurus dalam menyusun laporan yang 

akurat untuk RAT maupun keperluan internal. Audit kepatuhan dapat berperan penting dalam menilai keandalan 

sistem administrasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan ketepatan waktu pencatatan, akurasi data, 

serta integrasi proses administrasi dengan pelaporan keuangan. 

Selain masalah internal, penelitian juga menyoroti bahwa koperasi perlu memperhatikan aspek tata kelola 

organisasi. Meskipun pengurus telah menjalankan peran secara baik, pembagian tugas yang tidak terstruktur 

membuat proses kontrol dan evaluasi tidak berjalan maksimal. Audit kepatuhan dapat membantu koperasi 

menyusun struktur pengawasan yang lebih jelas, menentukan alur wewenang dan tanggung jawab, serta 

merumuskan mekanisme pelaporan berkala yang memungkinkan pengurus memantau kinerja koperasi secara 

lebih terukur. Dengan demikian, audit kepatuhan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai 

instrumen pembenahan tata kelola koperasi secara keseluruhan. 

Temuan penelitian secara umum menggambarkan bahwa koperasi berada pada fase perkembangan yang 

memerlukan penguatan sistem agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pelaksanaan akad yang sesuai prinsip 

syariah serta meningkatnya kepercayaan anggota menunjukkan bahwa fondasi syariah telah terbangun. Akan 

tetapi, penguatan aspek dokumentasi, akuntansi, administrasi, dan pengawasan masih sangat diperlukan untuk 

membawa koperasi menuju tingkat profesionalisme yang lebih tinggi. Audit kepatuhan menjadi solusi strategis 

yang dapat mengintegrasikan seluruh aspek tersebut ke dalam satu mekanisme evaluasi yang utuh. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan audit kepatuhan tidak hanya berasal dari tuntutan 

regulator atau standar akuntansi, tetapi juga dari kebutuhan internal koperasi untuk memperkuat transparansi dan 

akuntabilitas. Dengan meningkatnya jumlah anggota dan volume pembiayaan, kompleksitas transaksi koperasi 

juga meningkat. Tanpa sistem pengawasan formal yang memadai, risiko operasional dapat berkembang menjadi 

masalah besar yang berdampak pada stabilitas keuangan koperasi. Oleh karena itu, keberadaan audit kepatuhan 

yang dilakukan secara berkala akan menjadi jaminan bahwa seluruh proses operasional tetap berada dalam jalur 

yang benar. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian yang dipaparkan menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah menjalankan 

beberapa unsur prinsip syariah, pelaksanaan audit kepatuhan masih jauh dari optimal. Kelemahan dalam 
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dokumentasi, ketidakkonsistenan SOP, menggunakan PSAK ETAP alih-alih PSAK Syariah, serta keterbatasan 

SDM menjadi beberapa faktor yang perlu segera dibenahi. Pengawasan internal memang memberikan kontribusi 

positif terhadap ketertiban operasional, namun belum mampu menggantikan fungsi evaluatif yang dimiliki audit 

kepatuhan formal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan SOP audit 

kepatuhan, peningkatan kompetensi SDM, penggunaan standar akuntansi syariah, dan pelaksanaan audit berkala 

merupakan langkah-langkah strategis yang perlu segera diterapkan untuk memastikan bahwa koperasi mampu 

bertumbuh secara profesional, transparan, dan sesuai nilai-nilai syariah. 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya 

belum berjalan secara formal, namun praktik pengawasan internal tetap menjadi bagian penting dalam 

memastikan operasional koperasi berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan administrasi yang berlaku. 

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan audit kepatuhan sebagai mekanisme kontrol 

terstruktur dengan praktik pengawasan yang selama ini masih bergantung pada pengurus dan pengawas. Dalam 

konteks koperasi syariah, audit kepatuhan seharusnya tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga 

memastikan setiap aktivitas pembiayaan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

syariah dan standar akuntansi syariah. 

Pelaksanaan akad pada koperasi telah mengikuti ketentuan dasar syariah, yaitu dilakukan sebelum pencairan 

dana dan margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

substansial koperasi sudah berupaya menjalankan prinsip syariah. Namun, temuan penelitian mengindikasikan 

bahwa proses dokumentasi dan pencatatan yang mendukung praktik tersebut belum sepenuhnya rapi. Beberapa 

dokumen pembiayaan ditemukan belum tertata dengan baik, dan SOP belum dijalankan secara konsisten. 

Kelemahan ini berkaitan dengan tidak adanya audit kepatuhan formal yang mengevaluasi apakah SOP benar-

benar dipatuhi atau perlu diperbaiki. 

Dalam hal penyajian laporan keuangan, koperasi masih menggunakan PSAK ETAP sebagai dasar akuntansi. Hal 

ini menyebabkan informasi terkait transaksi syariah belum disampaikan secara terpisah sesuai karakteristik akad 

syariah seperti murabahah, mudharabah, maupun dana titipan. Ketidakselarasan ini menandakan bahwa 

kepatuhan akuntansi syariah belum optimal dan memerlukan evaluasi melalui audit kepatuhan berbasis PSAK 

Syariah. Tanpa audit yang memadai, koperasi berpotensi tidak dapat memberikan laporan keuangan yang 

sepenuhnya mencerminkan karakter syariah dan transparansi yang diharapkan oleh anggota maupun pihak 

regulator. 

Pengawasan internal yang selama ini dilakukan pengawas koperasi memang telah memberikan kontribusi positif 

terhadap ketertiban operasional, terutama dalam hal pencatatan transaksi setelah akad sah serta penyampaian 

margin secara transparan. Akan tetapi, tanpa prosedur audit yang baku, pengawasan ini masih bersifat 

administratif dan tidak menyentuh aspek evaluatif yang sistematis. Kondisi ini berpengaruh pada kemampuan 

koperasi dalam mencegah risiko operasional seperti pembiayaan macet, ketidaktertiban dokumen, atau 

penyimpangan proses. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa audit kepatuhan merupakan 

alat penting dalam mendeteksi ketidaksesuaian secara dini dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. 

Dari perspektif kinerja koperasi, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan internal telah 

memberikan dampak positif, terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada anggota dan peningkatan 

kepercayaan pada proses pembiayaan. Penerapan margin yang disepakati bersama serta transparansi pada saat 

RAT menjadi faktor penting yang memperkuat hubungan koperasi dan anggotanya. Namun demikian, beberapa 

kendala seperti keterlambatan administrasi, kelemahan dokumentasi, dan risiko pembiayaan macet masih terjadi. 

Hal ini menunjukkan bahwa audit kepatuhan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mendukung kinerja 

koperasi secara berkelanjutan. 

Temuan penelitian menegaskan bahwa audit kepatuhan, apabila dilaksanakan secara formal dan berstandar, 

dapat memberikan dampak signifikan bagi tata kelola koperasi. Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat 

evaluasi, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan profesionalisme, kepatuhan syariah, dan kualitas laporan 

keuangan. Penerapan audit kepatuhan berbasis PSAK Syariah dan fatwa DSN-MUI juga akan membantu 

koperasi membangun sistem yang lebih kuat dalam menjaga kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. 
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Dengan demikian, audit kepatuhan memiliki peran strategis dalam mendorong kinerja koperasi yang lebih sehat, 

transparan, dan akuntabel. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah menjalankan beberapa prinsip 

kepatuhan, absennya audit kepatuhan formal menjadikan pengawasan internal belum mampu memberikan 

penilaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan pembenahan melalui penyusunan SOP 

audit kepatuhan, peningkatan kompetensi SDM, penerapan PSAK Syariah secara penuh, serta pelaksanaan audit 

berkala sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan kinerja koperasi syariah. 

Upaya mewujudkan tata kelola koperasi syariah yang lebih kuat pada akhirnya menuntut adanya mekanisme 

audit kepatuhan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberi arah pengembangan 

organisasi secara menyeluruh. Selama ini pengawasan internal telah berperan dalam menjaga ketertiban 

administrasi dan memastikan sebagian besar prinsip dasar syariah dijalankan, tetapi belum mampu memberikan 

penilaian terhadap efektivitas SOP, kualitas dokumentasi, maupun keselarasan laporan keuangan dengan standar 

syariah. Ketika koperasi masih mengandalkan pengawasan informal, ruang untuk melakukan evaluasi mendalam 

dan merumuskan rekomendasi perbaikan jangka panjang menjadi terbatas. Oleh karena itu, penerapan audit 

kepatuhan formal merupakan langkah yang tidak terhindarkan apabila koperasi ingin mencapai tingkat 

profesionalisme dan akuntabilitas yang lebih tinggi. 

Pelaksanaan audit kepatuhan yang sistematis sangat penting dalam memastikan bahwa setiap proses, mulai dari 

pengajuan pembiayaan hingga penyusunan laporan keuangan, dilakukan sesuai prinsip syariah dan ketentuan 

standar akuntansi. Dalam konteks Koperasi Syariah Harapan Surabaya, temuan penelitian menunjukkan bahwa 

substansi syariah telah dipahami oleh pengurus, tercermin dari pelaksanaan akad sebelum pencairan dana, 

penetapan margin secara musyawarah, serta transparansi informasi pembiayaan kepada anggota. Namun, aspek 

teknis yang seharusnya memperkuat kepatuhan—seperti kerapian dokumentasi, kelengkapan berkas, serta 

mekanisme verifikasi internal—masih menunjukkan kelemahan. Ketidakkonsistenan SOP pembiayaan menjadi 

bukti bahwa tanpa audit kepatuhan formal, penyimpangan kecil dapat terjadi berulang dan berpotensi berdampak 

pada keandalan laporan keuangan maupun kualitas pengendalian risiko. 

Salah satu titik krusial yang perlu dibenahi adalah penerapan standar akuntansi syariah. Selama ini koperasi 

masih menggunakan PSAK ETAP, yang tidak sepenuhnya mencerminkan struktur transaksi syariah. PSAK 

Syariah, khususnya PSAK 102 tentang murabahah, menuntut pemisahan yang jelas antara pokok piutang, margin 

keuntungan, dana titipan, dan cadangan risiko. Ketika laporan keuangan tidak menggambarkan elemen-elemen 

tersebut secara terpisah, koperasi kehilangan peluang untuk menyajikan informasi yang lebih akurat dan relevan 

bagi anggota maupun pihak pengawas eksternal. Audit kepatuhan berbasis PSAK Syariah dapat membantu 

koperasi menilai sejauh mana pencatatan keuangan telah mencerminkan karakter syariah transaksi, sekaligus 

memberikan rekomendasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki struktur pelaporan. 

Penguatan dokumentasi juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan ini. Dokumentasi pembiayaan yang 

tidak lengkap atau tidak tertata dengan baik dapat menghambat evaluasi kinerja portofolio, menyulitkan proses 

audit, dan menimbulkan risiko hukum apabila terjadi sengketa. Audit kepatuhan memiliki peran vital dalam 

memastikan bahwa setiap tahap pembiayaan, mulai dari wawancara, verifikasi berkas, pengesahan akad, hingga 

pemantauan pembayaran, tercatat secara sistematis. Lebih jauh, dokumentasi yang baik menjadi fondasi bagi 

pengendalian internal yang efektif dan membantu koperasi mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sejak 

dini. Dalam praktiknya, audit kepatuhan dapat meninjau kembali alur pembiayaan, menilai konsistensi 

pelaksanaan SOP, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan format dokumen agar sesuai kebutuhan 

operasional. 

Di sisi lain, pengawasan internal yang selama ini dijalankan memang memberikan dampak positif bagi 

peningkatan pelayanan dan transparansi. Anggota merasa memiliki kejelasan mengenai margin, mekanisme 

pembayaran, serta perkembangan pembiayaan yang dilaporkan pada RAT. Kepercayaan yang terbangun ini 

menjadi modal sosial yang penting bagi pertumbuhan koperasi. Namun, pengawasan internal tanpa audit yang 

terstruktur belum mampu menilai kinerja koperasi dari aspek risiko operasional. Risiko pembiayaan macet, 

keterlambatan administrasi, hingga ketidakteraturan penyimpanan arsip masih menjadi masalah yang perlu 

perhatian lebih serius. Audit kepatuhan memungkinkan koperasi memetakan risiko tersebut secara lebih objektif 

serta merancang strategi mitigasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. 
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Dari perspektif manajerial, audit kepatuhan juga berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia. Keterbatasan kompetensi di bidang akuntansi syariah dan audit menjadi hambatan utama yang 

ditemukan dalam penelitian. Pelaksanaan audit akan menuntut SDM yang memahami prinsip syariah, mampu 

membaca laporan keuangan, serta terlatih dalam teknik-teknik audit dasar. Oleh karena itu, peningkatan 

kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi audit syariah menjadi langkah strategis yang perlu 

ditempuh. Koperasi yang mampu membangun tim audit internal yang kompeten akan memiliki keunggulan 

dalam menjaga keberlanjutan operasional dan mengurangi ketergantungan pada auditor eksternal. 

Selain itu, penyusunan SOP audit kepatuhan secara formal merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh 

ditunda. SOP ini akan menjadi pedoman baku yang mengatur lingkup audit, tahapan pemeriksaan, instrumen 

evaluasi, penggunaan bukti audit, serta mekanisme tindak lanjut. Dengan adanya SOP, pelaksanaan audit tidak 

lagi bersifat ad hoc atau tergantung pada inisiatif pengurus, melainkan menjadi bagian dari siklus pengendalian 

internal yang terjadwal. Koperasi dapat melakukan audit triwulanan, semesteran, atau tahunan, sesuai kebutuhan 

dan kapasitas. SOP juga membantu koperasi menjaga konsistensi dan objektivitas audit sehingga hasil evaluasi 

dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menilai perkembangan kepatuhan. 

Kebutuhan akan audit kepatuhan juga terkait erat dengan peningkatan profesionalisme koperasi syariah. Di 

tengah persaingan lembaga keuangan mikro dan meningkatnya ekspektasi anggota terhadap transparansi, 

koperasi dituntut mampu menunjukkan tata kelola yang kuat. Audit kepatuhan dapat menjadi alat untuk 

memperbaiki citra lembaga, memperkuat kepercayaan anggota, dan meningkatkan kredibilitas koperasi di 

hadapan regulator maupun pihak mitra. Dalam jangka panjang, koperasi yang mampu mempertahankan praktik 

audit yang baik akan memiliki daya saing lebih tinggi dan posisi yang lebih stabil di dalam ekosistem keuangan 

syariah. 

Melihat seluruh temuan dan implikasi tersebut, jelas bahwa peran audit kepatuhan tidak hanya sebatas 

memeriksa kesesuaian prosedur, tetapi juga mendorong koperasi membangun sistem pengelolaan risiko yang 

lebih sehat. Dengan audit kepatuhan yang terstruktur, koperasi dapat memperbaiki dokumentasi, memperkuat 

pengendalian internal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan mengurangi risiko operasional. Upaya ini 

pada akhirnya akan meningkatkan kinerja koperasi secara berkelanjutan, baik dari aspek operasional, keuangan, 

maupun pelayanan anggota. Secara keseluruhan, kesinambungan kinerja Koperasi Syariah Harapan Surabaya 

sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menata ulang mekanisme pengawasan dari yang 

sebelumnya bersifat informal menjadi sistem yang terstandar dan terukur. Audit kepatuhan memberikan fondasi 

kuat bagi tata kelola yang baik, integritas syariah, dan akuntabilitas yang transparan. Dengan mengembangkan 

SOP audit kepatuhan, meningkatkan kompetensi SDM, menerapkan PSAK Syariah secara penuh, serta 

melaksanakan audit secara rutin, koperasi akan mampu mencapai kinerja yang lebih stabil, profesional, dan 

sesuai nilai-nilai syariah. Upaya ini bukan semata untuk memenuhi tuntutan regulasi, melainkan merupakan 

langkah strategis untuk membangun koperasi yang berdaya saing, dipercaya anggota, dan berkelanjutan dalam 

menghadapi tantangan keuangan syariah di masa depan. 

4. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya belum 

berjalan secara formal, namun pengawasan internal yang dilakukan oleh pengawas koperasi telah berperan 

dalam menjaga ketertiban administrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Meskipun akad pembiayaan 

telah dilaksanakan sebelum pencairan dana, margin disampaikan secara transparan, serta pemisahan dana 

dilakukan sesuai ketentuan syariah, praktik pencatatan dan penyajian laporan keuangan masih mengacu pada 

PSAK ETAP sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik akuntansi syariah. Dokumentasi 

pembiayaan, penerapan SOP, serta penyajian laporan keuangan juga masih memerlukan penguatan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat administratif telah memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kinerja koperasi, terutama dalam hal transparansi kepada anggota dan ketertiban proses operasional. 

Namun demikian, tanpa adanya audit kepatuhan yang terstruktur, koperasi belum memiliki mekanisme evaluasi 

yang menyeluruh untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah maupun standar akuntansi 

yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan audit kepatuhan yang formal diperlukan untuk memperkuat tata 

kelola, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan mendukung peningkatan kinerja koperasi secara 

berkelanjutan. 
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